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ABSTRAK

KEDUDUKANPENDAPAT AHLISEBAGAI ALAT BUKTIDALAMSUATU
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981

OLEH
MODEL GINTING
NIM : 07 840 0340
BIDANG HUKUM PIDANA

Salah satu alat bukti dalam persidangan perkara pidana adalzh pendapat ahli.
Pendapat ahli menjadi sanget penting dan merupakao salah satu alat bukti
disebabkan dengan pendapat ahli maka akan dikemukakao hal-hal yang berhubungan
dengan suatu tindak pidana dari nalar dan pandanpen sesecrang yang menguasai
bidang tersebut. Misalnya dalam konipsi, maka akan diajukan saksi ahli di bidang
kongpsi, misalnya auditor BPKP. Hanya sdja dalam mengajukan pendapat ahli
tidaklah sedemikian saja dilaksanakan Selain herus memang memiliki kompetensi
keahlian maka seorang ahli yang dirnismkap kesaksiannya di depan pengadilan juga
barus sudah teruji keahliannya.

Peamasalahan yang diajukan delam peaeiitiac imi adalah bagaimana
kedudukan pendapat ahli sebagai alat bukti dalam suatu pemenksaan periara pidana
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta bagaimana kekuatan hukum
pendapat 2hli pada penyelesaian pcakara pidana.

Untuk melakukan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan. Dari hasil penelitian ini maka dikewhui kedudukan pendapat ahli
sehagai alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 amat sangat penting kbususnya untuk membuat terang suatu
tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut pendapat ahli diletakkan pada uratan kedua
Undang-Undang No. 8 Tahun 198! tentang KUHAP sesudah alat bukt keterangan
saksi. Melibat letask acstannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah
sahy alat bukti yang penting ertinva dalam pemenksaan perkara pidana. Kekuatan
hukum pendapat ahli pada penyeiesaian perkara pidana sangat penting karena
pendapat ahli sebagai pengemban hukum adalah melakukan penceraban kepada para
pihak (Hakim, jaksa, Pengacara bahkan publik) agar konstruksi hukum didasarken
kepada logika akademis yang memadai. Sudah sepantasnya keterangan ahli harus
dipandang lebih jernih sebagai bagian dari proses penegakan hukum
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BAB1

PENDAHULUAN

Hakim dalamn memeriksa setiep perkara harus sampai kepada putusannya,
walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Beazr tidaknya
sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada basil pembuktian
yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dican di
dalam hukum acara pidana sifatnya adalah pasti. Pembuktian dalam perkara pidana
berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.

Pada hukum acara pidana itu:

1. Bertujuan mencari kebenaran matenal, yaitu kebenaran sejati atau yang
sesungguhnya

2. Hakimnya bersifat akef. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang
cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh

3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, susat, petunjuk,
keterangan tepdakwa.'

Pembuktian sangat berhubungan dengan benar tidaknya terdakwa melakukan
perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam
ha) ini pun hak asasi dapai digertaruhkan. Untuk inilah maka Hukwn Acara Pidana
bertujuan untuk meneari kebenaran materii) berbeda dengan Hukum Acara Perdata
yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana

mevupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dani jejak, kesan, dao refleksi dari

! Program Pengembaagao Kecamatan, Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Diterditkan
Melalui Kerjasama Antara : Unit Penanginan Masalah dao Uait Komuanikasi Infocmasi dan Edukasi
Kansnlen Manajemen Nasional — PPK. Edisi September 2006, bttp://www.ppk or.id, Diakses wmnggel
15 Agusnus 201 1.
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td

keedaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetabuan dapat berkaitan dengan
kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin
dicapai. Maka Hukwun Acara Pidana sebenamya hanya menunjukkan jalan untuk
berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenmaran. Hukum
pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal
cendening kepada kebenaran

Hal ini bisa dilibat dari ketentuan Pasel 183 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Hakim tidak boleh menjatuhkan
putusan pidena kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwatah yang bersalah melakukannya.”

Berdasars ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur,
yaitu:

a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukt yang sah,

b. Dengan dasar alat bukti yang szh itu hakim yakin bahwa:
) Tindak pidana telah terjadi,
2) Terdakwa telah bersalah

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus
ada hubungaa causal (sebab-akibat). Hal tersebut sarna dengan ketentuan dalam Pasal
294 Ayat (1) HIR yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana

selain jika hakim mendapat keyakinao dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah
UNIVERSITASMEDAN AREA
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